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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran hukum terhadap pendaftaran 
merek bagi pengusaha home industry, mendeskripsikan faktor-faktor yang 
mempengaruhi kesadaran hukum mengenai merek bagi para pengusaha home 
industry, serta memberikan solusi untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi 
para pengusaha home industry. Penelitian ini termasuk jenis penelitian diskriptif 
yaitu memberikan suatu gambaran mengenai obyek penelitian berdasarkan fakta-
fakta konkrit. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder 
yakni kepustakaan, observasi dan wawancara dengan metode analisis 
menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran 
hukum para pengusaha home industry tergolong rendah, dimana semua pengusaha 
home industry di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo 
belum ada yang mendaftarkan mereknya, belum ada minat pengusaha untuk 
mencari pengetahuan mengenai pendaftaran merek, serta anggapan bahwa belum 
terlalu penting untuk mendaftarkan mereknya. Kemudian faktor-faktor yang 
mempengaruhi pendaftaran merek bagi pengusaha home industry adalah karena 
kurangnya pengetahuan mengenai pendaftaran merek, anggapan bahwa merek 
tidak perlu didaftarkan, mahalnya biaya pendaftaran merek, dan rendahnya peran 
pemerintah. 





This aims of the research are to analyze the legal awareness of brand registration 
for home industry entrepreneurs, to describe the factors that affect the legal 
awareness of the brand for home industry entrepreneurs, and to provide solutions 
to increase legal awareness for home industry entrepreneurs. This research 
includes the type of descriptive research that provides a description of the object 
of research based on concrete facts. Sources of data obtained from primary and 
secondary law materials namely bibliography, observation and interviews with 
analytical methods using qualitative analysis. The results showed that the legal 
awareness of the home industry entrepreneurs is low, where all the home industry 
entrepreneurs in Gadingan, Mojolaban of Sukoharjo have not registered their 
brand yet, there is no interest of entrepreneurs to seek knowledge of brand 
registration, and the notion that it is not yet important to register Its brand. Then 
the factors affecting brand registration for home industry entrepreneurs are due 
to a lack of knowledge about brand registrations, the assumption that brands do 
not need to be registered, expensive brand registration fees, and low government 
roles. 
  




 Era perdagangan global dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan 
usaha yang sehat. Saat ini semakin banyak pengusaha yang berlomba-lomba 
dalam menghasilkan produknya masing-masing, baik pengusaha menengah 
kebawah atau pengusaha menengah keatas. Para pengusaha menghasilkan 
produknya dengan sebaik mungkin karena dapat dilihat kebanyakan dari 
masyarakat Indonesia lebih memilih kualitas yang baik dan terjamin. Dalam hal 
kebutuhan pangan, biasanya masyarakat memilih produk sesuai dengan selera 
mereka, karena alasan kesehatan dan rasa terjamin. Untuk membedakan produk 
yang satu dengan produk yang lain dapat dibedakan dengan adanya suatu merek. 
Maka merek merupakan sesuatu hal yang penting untuk para pengusaha. Dalam 
hal ini merek memiliki peranan penting dalam pemasaran dan pemberian citra 
terhadap produk dalam masyarakat. Hal tersebut dapat menciptakan kepercayaan, 
karena kepercayaan merupakan dasar untuk mendapatkan konsumen yang setia 
dan dapat meningkatkan nama baik.  
Di dalam perdagangan merek berperan sangat penting, karena secara tidak 
langsung membantu dalam pembangunan terutama bidang perdagangan. HaKI 
merupakan bagian penting dari suatu negara untuk menjamin keunggulan industri 
dan perdagangan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu Negara 
banyak tergantung pada aspek perdagangan.1 
Suatu merek tidak pernah lepas dari pelanggaran HKI, seperti peniruan, 
pemalsuan, perusakan reputasi dan lain-lain. Apabila merek telah terdaftar secara 
sah, maka jika terjadi pelanggaran, pemegang atau pemilik hak yang sah bisa 
menuntut atau menyelesaikannya lewat jalur hukum. 
Suatu merek akan mendapatkan perlindungan hukum jika didaftarkan pada 
instansi yang berwenang. Dalam Undang-undang tentang merek dan indikasi 
geografis Nomor 20 Tahun 2016, pendaftaran dapat diajukan pada Kementrian 
Hukum dan HAM secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. 
Adapun tata cara dan prosedur untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek 




di Indonesia telah diatur dalam ketentuan UU No. 20 tahun 2016 tentang merek 
dan indikasi geografis. 
Pengaturan merek juga dimaksudkan sebagai perlindungan kepada 
masyarakat terutama para konsumen agar mereka tidak keliru dalam mendapatkan 
suatu barang yang kualitasnya dibawah mutu dari barang asli. Selain itu juga 
dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap produsen sebagai pemegang 
hak milik yang sah.  
Namun adanya peraturan-peraturan dengan jaminan perlindungan tersebut 
tidak membuat semua pengusaha penghasil produk berminat mendaftarkan 
mereknya secara sah, terutama pada pengusaha-pengusaha home industry atau 
sering disebut dengan industry rumah tangga. Kebanyakan dari pengusaha home 
industry tidak mendaftarkan merek pada produk yang dihasilkannya, hal ini 
menyebabkan merek tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga 
apabila terjadi pelanggaran HKI, pemilik merek tidak bisa membawa kasusnya 
dalam jalur hukum. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana kesadaran 
hukum para pengusaha terhadap merek produksi home industry pada Desa 
Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Kedua, apa faktor-faktor 
yang mempengaruhi kesadaran hukum pendaftaran merek pada pengusaha home 
industry. Ketiga, bagaimana solusi untuk meningkatkan kesadaran hukum merek 
bagi pengusaha home industry. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah: Pertama, mengetahui bagaimana 
kesadaran hukum para pengusaha terhadap merek produksi Home Industri.. 
Kedua, untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum 
pendaftaran merek pada pengusaha Home Industry. Ketiga,untuk mengetahui 
bagaimana solusi untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap merek bagi 
pengusaha home industry. 
Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:  
Pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan 
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum. Kedua, hasil penelitian 
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ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat atau pihak-pihak yang terkait 
dalam kesadaran hukum pada merek produksi Home Industry. 
2. METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 
yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan hukum 
yang berlaku, serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari 
penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian 
terhadap data primer di lapangan.2 Penelitian dilaksanakan di Desa Gadingan 
Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Sumber data diperoleh dari bahan 
hukum primer dari hasil wawancara dan observasi serta bahan hukum sekunder 
dari kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Kesadaran Hukum Para Pengusaha terhadap Merek Produksi 
Industri Rumah Tangga atau Home Industry 
Kesadaran hukum pendaftaran merek pengusaha home industry di Desa 
Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dilakukan pengamatan di 
objek penelitian secara langsung dan wawancara terhadap pengusaha home 
industry tersebut serta wawancara terhadap narasumber di Dinas Perdagangan, 
Koprasi dan UKM Sukoharjo. Menurut data yang didapat dari kelurahan Desa 
Gadingan maka total jumlah pengusaha home industry yang tercatat ada 180 
pengusaha. Namun tidak semua merupakan pengusaha makanan krupuk, hanya 
ada sekitar 80 pengusaha yang memiliki usaha krupuk yang rinciannya terdapat 
pada table diatas, sedangkan sisanya yaitu 100 pengusaha adalah memiliki usaha 
sutleckok. Dengan demikian penelitian akan tetap memfokuskan pada pengusaha 
home industry krupuk saja yang berjumlah 80 pengusaha. 
Berdasarkan pengamatan secara langsung di lapangan semua pengusaha 
home industry krupuk tersebut memproduksi dan memasarkan sendiri hasil 
produknya secara langsung dan melalui perantara pedagang-pedagang makanan 




keliling. Pembuatannya masih dilakukan secara tradisional dengan bantuan para 
pekerja sebanyak 5-10 orang 
Dari hasil penelitian dengan cara wawancara, didapat semua pengusaha 
home industry belum ada yang mendaftarkan merek dari produk yang mereka 
hasilkan ke kementrian hukum dan HAM. Walau begitu sebenarnya terdapat 
beberapa pengusaha yang menyadari bahwa pendaftaran merek sangatlah penting, 
menurut Wiyono salah satu pemilik UKM menjelaskan bahwasanya mendaftarkan 
merek dari usahanya sangat penting supaya tidak ada yang memakai merek yang 
dimiliki para pengusaha, ia juga berniat untuk mendaftarkan merek dari produk 
yang dihasilkan tempo hari nanti.3 Namun berbeda dengan Sugiyanto salah satu 
pemilik UKM menerangkan bahwasanya mendaftarkan merek belum sangat 
dibutuhkan oleh para pengusaha UKM di Desa Gadingan tersebut, hal tersebut 
disebabkan karena penghasilan tidak sebanding dengan biaya pendaftaran merek, 
proses pendaftaran merek dianggap rumit dan faktor yang paling berpengaruh 
yaitu karena tidak ada tuntutan mengenai merek dari para konsumen.4 
Disamping itu peran pemerintah sangatlah kurang dalam 
mensosialisasikan dan menyediakan pelayanan pendaftaran merek bagi para 
pengusaha kecil menengah. Terutama di Desa Gadingan hanya pernah sekali saja 
diadakan sosialisasi dari pemeritah daerah, namun lebih menitikberatkan para izin 
usaha, sedangkan pendaftaran merek hanya sebagai tambahan saja.5 
Berdasarkan data dari hasil penelitian dilapangan, maka kesadaran hukum 
terutama di bidang pendaftaran merek bagi pengusaha UKM di Desa Gadingan 
Mojolaban Sukoharjo tergolong rendah. 
Kesadaran hukum tidak terlepas dari indikator kesadaran hukum. Indikator 
itu yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum. Oleh karena 
itu, teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto mengatakan, kesadaran hukum 
adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara 
ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.6 Masyarakat 
dalam hal ini yang nantinya akan mengefektifkan hukum yang berlaku, sehingga 







untuk memperoleh hasil tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat atau 
pengusaha dalam mendaftarkan suatu merek dari produk yang dihasilkannya. 
Pada pembahasan ini akan dibahas secara mendalam megenai kesadaran 
hukum pendaftaran merek para pengusaha home industry dibidang makanan yaitu 
kerupuk berdasarkan indikator kesadaran hukum menurut Soejono Soekanto, yaitu 
pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perikelakuan 
hukum. Dimana 4 indikator tersebut adalah : (1). Pengetahuan tentang Peraturan-
Peraturan Hukum, berdasarkan hasil wawancara responden, mereka mengatakan 
bahwa telah mengetahui bahwa pendaftaran merek diatur di dalam sistem 
perundang-undangan dan diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 
tentang Merek dan Indikasi Geografis masih belum ada, namun ada 5 responden 
mengetahui bahwa pendaftaran merek diatur pada undang-undang yang lama yaitu 
Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. (2). Pemahaman Hukum, 
menurut hasil wawancara langsung, hampir semua responden mengetahui 
pengertian merek secara umum. Pengertian merek sendiri sudah diatur dalam 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 
Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara geografis berupa 
gambar, logo, nama. Kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi 
dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasidari 2 (dua) atau lebih 
unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh 
orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Para 
responden tidak mendefinisikan merek sama dengan pengertian berdasarkan 
undang-undang tersebut, tetapi mereka mengetahui inti dari pengertian merek 
secara umum. (3). Sikap Hukum, berdasarkan penelitian secara umum pengusaha 
home industry menganggap mendaftarkan merek tersebut penting. Hal tersebut 
agar mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak ada pihak yang merugikan 
usahanya. Namun para pengusaha tidak memiliki niat untuk mendaftarkan merek 
dari produknya. Hal tersebut disebabkan tidak adanya permintaan dari pembeli 
atau konsumen mengenai merek yang tertera pada produknya, para pengusaha 
menganggap merek hanya untuk memberi lebel semata untuk membedakan dari 
produk pengusaha lain, selain itu juga sampai saat ini belum ada kasus kecurangan 
mengenai merek antar pengusaha home industry di desa tersebut. (4). Pola 
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Perikelakuan Hukum, dari sekian banyak pengusaha home industry belum ada 
yang mendaftarkan merek dari hasil produksinya, hanya ada beberapa pengusaha 
yangsudah memiliki niat untuk mendaftar di hari mendatang. Alasannya karena 
mereka tidak mengetahui cara pendaftaran merek, dikarenakan saat sosialisasi 
beberapa tahun yang lalu tidak dijelaskan secara detail bagaimana cara 
mendaftarkan merek sesuai prosedur yang berlaku, selain itu juga kurangnya niat 
untuk mencari informasi mengenai tata cara pendaftaran merek melalui media 
cetak dan media elektronik. Alasan lain yaitu karena para pengusaha beranggapan 
mendaftarkan merek dari hasil produk mereka tidak terlalu penting dan tidak perlu 
didaftarkan. Hal ini dikarenakan para konsumen tidak menuntut untuk adanya 
merek di setiap produknya. Hal yang terpenting bagi para pengusaha hanya 
produk yang dihasilkannya tetap laku terjual dan mendapat keuntungan sekalipun 
produknya tidak memiliki merek. Selain itu alasan mereka tidak mendaftarkan 
merek pada produk yang dihasilkan karena mereka beranggapan bahwa biaya 
untuk mendaftarkan merek lebih baik untuk mengembangkan usahanya supaya 
dapat lebih maju, menghasilkan produk yang maksimal dan mampu memenuhi 
permintaan pasar yang sangat banyak. 
3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pendaftaran 
Merek pada Pengusaha Home Industry 
Menurut hasil penelitian di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban 
Kabupaten Sukoharjo, kesadaran hukum para pengusaha home industri dalam 
bidang pendaftaran merek masih sangat kurang. Hal tersebut didasari oleh faktor-
faktor sebagai berikut, (1). Faktor kurangnya pengetahuan mengenai pendaftaran 
merek, kurangnya pengetahuan para pengusaha mengenai pendaftaran merek 
dikarenakan kurangnya keaktifan dan kurang tertarik dalam mencari informasi. 
Selain itu mereka belum memiliki kesadaran untuk mencari informasi-informasi 
mengenai pendaftaran merek secara lengkap. Maka dari itu hal ini menyebabkan 
tidak ada satupun pengusaha home industri kerupuk di Desa Gadingan belum ada 
yang mendaftarkan mereknya. (2). Faktor anggapan bahwa merek tidak perlu 
didaftarakan, sebenarnya para pengusaha home industry sudah memiliki mereknya 
sendiri berupa label, namun bagi mereka label tersebut hanya semata-mata untuk 
menandai produknya saja. Yang terpenting bagi mereka adalah produk yang 
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mereka produksi tetap laku dan mendapat keuntungan. Selain itu, terbatasnya 
modal untuk mengembangkan usahanya juga sangat berpengaruh dalam 
keinginannya mendaftarkan merek. Walaupun demikian usaha mereka tetap 
berjalan lancar dari waktu kewaktu. Kekompakan para pengusaha sangat baik, 
sehingga selama ini belum ada kecurangan yang merugikan satu sama lain. Maka 
dari itu mereka beranggapan bahwa merek dari produk yang mereka hasilkan 
tidak perlu didaftarkan. (3). Faktor mahalnya biaya pendaftaran merek, biaya 
pendaftaran merek untuk usaha kecil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 
Tahun 2016, secara elektronik (online) yaitu Rp.500.000,00 jika secara manual 
Rp.600.000,00. Menurut penelitian, para pengusaha menganggap biaya tersebut 
tergolong mahal. Hal ini disebabkan usaha mereka masih tergolong usaha kecil, 
dan keuntungan yang mereka hasilkan tidak terlalu besar. Maka jika dika dilihat 
dari penghasilan yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan biaya untuk 
mendaftarkan merek. Mereka menganggap, lebih baik hasil yang mereka dapatkan 
untuk mengembangkan usahanya terlebih dahulu supaya lebih besar dan dapat 
memenuhi permintaan pasar. (4). Faktor rendahnya peran pemerintah, peran 
pemerintah dalam memberikan pemahaman mengenai pendaftaran merek masih 
sangat rendah. Hal ini terjadi karena tidak adanya sosialisasi mengenai 
pendaftaran merek untuk para pengusaha home industry masih sangat rendah. 
Sosialisasi yang mereka dapatkan beberapa tahun lalu adalah sosialisasi mengenai 
penyuluhan tentang Izin Usaha, dan masalah pendaftaran merek hanya sebagai 
tambahan. Sosialisasi penyuluhan tentang pentingnya pendaftaran merek hingga 
saat ini belum ada. Selain itu tidak adanya bantuan dari pemerintah setempat 
mengenai pendaftaran merek. Menurut peraturan perundang undangan yang 
berlaku, pendaftaran merek langsung didaftarkan ke Kantor Dirjen Hak Kekayaan 
Intelektual. Hal tersebut menyebabkan para pengusaha menganggap pendaftarkan 
merek sangat rumit. Hingga saat ini pemerintah belum ada layanan sebagai 
perantara untuk membantu pendaftaran merek ke Kantor Dirjen Hak Kekayaan 
Intelektual. 
3.3 Solusi untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum terhadap Merek bagi 
Pengusaha Home Industry 
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Melihat dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum 
mengenai pendaftaran merek, maka diperlukan pemecahan masalah atau solusi. 
Kesadaran para pengusaha dalam pendaftaran merek dagang harus didasari 
dengan pengetahuan tentang merek, contohnya seperti pentingnya suatu merek, 
syarat-syarat pendaftaran merek dan tata cara pendaftaran merek. Selain itu 
pemahaman akan pentingnya merek juga harus diterapkan bagi para pengusaha. 
Disini peran pemerintah sangatlah penting untuk mensosialisasikan penyuluhan 
mengenai hak merek secara mendetail, tata cara pendaftaran merek, syarat-syarat 
pendaftaran merek, apa yang akan didapat setelah merek didaftarakan dan resiko 
apabila merek tidak didaftarkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, 
yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis.  
Pemerintah haruslah aktif dalam menarik para pengusaha home industry 
untuk mendaftarkan merek dari produk mereka supaya mendapatkan perlindungan 
hukum. Tidak hanya pemerintah saja, siapapun yang mengetahui mengenai hal 
tersebut haruslah membantu memberikan penyuluhan atau pemahaman bagi para 
pengusaha home industry. Adapun penyuluhan hukum selain dilakukan secara 
lisan biasa juga dilakukan secara tertulis dengan memanfaatkan media kominikasi 
yang modern, media cetak, media elektronik dan media sosial, maka dari itu dapat 
menunjang percepatan penyebaran, pengetahuan dan pemahaman tentang hak 
merek kepada para pengusaha usaha kecil. 
Selain itu pada peraturan perundang-undangan tentang merek terdapat 
penjelasan bahwasanya untuk permohonan pendaftaran merek diajukan langsung 
kepada Kementrian Hukum dan HAM, hal tersebut terdapat pada Pasal 4 ayat (1) 
Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
Namun para pengusaha home industry menganggap bahwa pendaftaran merek 
tersebut rumit. Menurut wawancara dengan Bapak Sutiman selaku Pegawai Dinas 
Perdagangan, Koprasi dan UKM mengatakan bahwasanya tidak ada perantara 
untuk pendaftaran merek yang disediakan pemerintah daerah, dikarenakan tidak 
adanya perintah dan aturan dari pemerintah pusat untuk menyediakannya. Hal 
tersebut membuat para pengusaha home industry berminat untuk mendaftarkan 
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merek dari produk yang dihasilkannya.7 Maka dari itu pemerintah daerah perlu 
menyediakan fasilitas dalam mempermudah pendaftaran merek untuk para 
pengusaha home industry. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjadikan 
pemerintah daerah khususnya pada Dinas Perdagangan, Koprasi dan UKM 
sebagai perantara para pengusaha home industry untuk mengajukan permohonan 
pendaftarakan merek, lalu pemerintah daerah melanjutakan permohonan 
pendaftaran merek tersebut pada Kementrian Hukum dan HAM. Dengan hal 




Kesadaran hukum para pengusaha home industry di desa tersebut 
tergolong sangat rendah. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, yang 
pertama kurangnya pengetahuan mengenai pendaftaran merek, yang kedua faktor 
anggapan bahwa merek tidak perlu didaftarkan, yang ketiga faktor mahalnya 
biaya pendaftaran merek, dan yang terakhir adalah faktor rendahnya peran 
pemerintah. 
Melihat dari beberapa faktor, maka solusi untuk meningkatkan kesadaran 
hukum bagi para pengusaha home industry di Desa Gadingan Kecamatan 
Mojolaban Kabupaten Sukoharjo yaitu dengan meningkatkan pengetahuan 
mengenai pendaftaran merek dengan benar. Pengetahuan tersebut bida didapat 
dari peran pemerintah yang aktif di bidang pendaftaran merek home industry. 
Contohnya dengan melakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. 
4.2. Saran 
Pertama,baiknya para pengusaha home industry di Desa Gadingan 
Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo harus mendaftarkan merek dari 
produk yang dihasilkannya supaya mendapatkan perlindungan hukum, karena 
merek memegang peranan penting dalam perdagangan dan supaya terhindar dari 
pihak tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan usahanya. 
                                                 
7 Sutiman, Pegawai Dinas Perdagangan, Koprasi dan UKM Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 
Suoharjo, 8 April 2017, pukul 11;08 WIB. 
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Kedua, Pemerintan Kabupaten Sukoharjo perlu memberikan sosialisasi 
atau penyuluhan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang 
merek secara rutin, supaya para pengusaha home industry khususnya di Desa 
Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo mendapatkan informasi 
yang jelas mengenai pentingnya mendaftarkan merek serta menyediakan perantara 
untuk mendaftarkan merek ke Kementrian Hukum dan HAM. 
Ketiga, Para pengusaha home industry di Desa Gadingan haruslah melek 
hukum khususnya tentang merek, dapat dimulai dengan cara membaca media 
cetak dan mencari pengetahuan di media elektronik. Supaya para pengusaha 
memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Dengan begitu, maka akan dapat 
menumbuhkan keinginan mendaftarkan merek dari produk mereka supaya 
mendapat perlindungan hukum. 
4.3. Persantunan 
 Saya mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan karya ilmiah ini 
saya persembahkan kepada pertama, ayah dan ibu saya tercinta dan selalu 
memberikan motivasi kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan karya ilmiah 
ini. Kedua, keluarga saya tersayang yang selalu memberikan semangat serta 
dorongannya. Ketiga, pembimbing skripsi saya yang sangat saya hormati yang 
telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama penulisan karya ilmiah ini. 
Keempat, dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang telah mendidik saya selama ini selama perkuliahan. Kelima, sahabat dan  
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